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Motto

........ Katakanlah : Adakah sama orang-orang Yang mengetahui dengan
orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesunggulinya orang yang berakallafi yang
dapat menerima pelajaran.”

(Surat (39) Az-Zumar ayat 9)
........ Allah meninggikan orang _ya'ng beriman diantara kamu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetakuan, beberapa derajat. ... ....
(Surat (58) Al Mujaddalaf ayat 11)

“Keringkasan adalah jiwa Rgmampuan berpikjr”
(William Shakespeare 1564-1616)

‘Stapa yang menguasai informasi dan teknologi, maka dialak yang akan
menguasai dunia”

(Hasheva)
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PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perusahaan sebagai unit usaha dapat digolongkan dalam kelompok kecil,
menengah, dan besar. Ukuran tersebut dapat didasarkan atas kriteria besarnya
modal. Demikian pula dalam perusahaan jasa baik jenis maupun frekuensi, modal
yang diperlukan juga cukup besar. Selain itu orang atau sekumpulan orang
mendirikan peruasahaan, salah satunya untuk mendapatkan keuntungan demi
kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Untuk mencapai tujuan ter;zebut, perusahaan membutuhkan beberapa orang
karyawan. Semakin banyak jumlah karyawan, maka semakin besar pula
perusahaan tersebut. Oleh karena itu masalah penggajian merupakan masalah
yang paling pokok dan merupakan salah satu tanggung jawab manajemen untuk
menyusun suatu aturan tentang penggajian yang dapat memuaskan karyawan
dalam perusahaan tersebut.

Gaji yang diterima oleh pegawai dalam satu perusahaan bisa berbeda antara
satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari tingkat jabatan atau prestasi
masing-masing pegawai terhadap penjualan produk yang dikeluarkan atau
ditawarkan oleh perusahaan pada konsumen. Seperti perusahaan jasa asuransi
misalnya yang mendasarkan kerjanya pada kepercayaan masyarakat atau nasabah,
sehingga perusahaan asuransi disebut sebagai lembaga kepercayaan. Oleh sebab
itu pegawai perusahaan jasa asuransi dituntut untuk berusaha mengikat konsumen
~ atau nasabahnya, karena semakin banyak ﬁasabah yang diperolah maka semakin
besar pula gaji yang diterima oleh seorang pegawai asuransi.

Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah negara hukum,
dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum. Salah satunya adalah hukum
mengenai perpajakan. Peranan pajak di Indonesia sangatlah penting, karena
penerimaan pajak tersebut oleh negara digunakan untuk pembangunan di segala
bidang. Dengan mengetahui betapa pentingnya peranan pajak di negara kita, maka

kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus ikut serta menyukseskannya.
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- Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan sistem perpajakan yang akan membantu
pihak-pihak yang berkaitan dengan perpajakan. Ada beberapa macam jenis pajak
vang ada di Indonesia, diantaranya adalah Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak
Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, Pajak Penjualan
atas ‘barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap-tiap jenis pajak tersebut
mampunyai tata cara sendiri dalam perhitungan maupun pembayarannya.

Sehubungan dengan pajak penghasilan yang akan dibahas penulis disini,
pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No 10 tahun 1994 tentang pajak
penghasilan  yang selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Penghasilan.
Undang-undang ini menetapkan sistem pemungufan PPh secara self assestment.
Dimana pajak disini dikenakan kepada orang atau badan yang mempunyai
penghasilan utama di Indonesia. '

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang
membahas tentang tata cara perusahaan untuk menentukan Pajak Penghasilan
Karyawan dan membandingkan perhitungan tersebut dengan Undang-undang
Perpajakan  yang berlaku di  Indonesia dengan  mengambil  judul
“PELAKSANAAN PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS KARYAWAN PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
CABANG MALANG”

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
I. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program Diploma III

Akuntansi.

o

Untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan pada PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) Cabang Malang
3. Untuk memperoleh pengalaman praktis yang berkaitan dengan

perhitungan, pelunasan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas

karyawan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang yang

harus disetorkan dan dilaporkan pada kas negara.
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1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Bagi Penulis/Mahasiswa :

I

memperoleh gambaran tentang penghitungan Pajak Penghasilan Pasal
2] atas karyawan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang
Malang;

dapat melihat dunia kerja secara nyata yang nantinya memotivasi untuk
lebih mempersiapkan diri baik dari segi kesiapan mental, intelektual,
dan keahlian dibidang yang dipelajarinya;

melatih berpikir secara Praktis di dalam menghadapi permasalahan dan

mengambil suatu keputusan.

Bagi Akademik :

o

sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi sejauh mana kurikulum yang
diterapkan dalam bangku kuliah dapat menjadi bekal mahasiswa dalam
memecahkan masalah dalam dunia kerja.

menambah informasi bagi lembaga pendidikan terutama mengenai
Pajak Penghasilan Karyawan.

sebagai sarana menjalin hubungan kerja dengan perusahaan yang

menjadi obyek Praktek Kerja Nyata.

Bagi Perusahaan (PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang) :

1.

membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan
dalam mencapai tujuan perusahaan.

sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka mempertimbangkan
apakah metode yang diterapkan sesuai dengn peraturan perpajakan yang
ada, agar dalam pelaksanaan kebijaksanaan manajemen dapat
memberikan kepuasan bagi karyawan.

dapat melihat secara nyata kondisi dan pola pikir mahasiswa dari suatu
perguruan tinggi sebagai suatu lembaga pendidikan yang bertujuan
menyiapkan kaum intelektual dan tenaga yang siap pakai.

diharapkan perusahaan dapat ikut berperan aktif dalam mempersiapkan

kader-kader bangsa profesional pada masa yang akan datang.
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1.3 Lokasi, Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

[}

1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

Cabang Malang, JI. Merdeka Barat No. 4 Malang.

:

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Prkatek Kerja Nyata ini akan dilaksanakan pada bulan tanggal 04 Pebruari

sampai dengan 28 Pebruari 2002 ( minimal 144 jam )

1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No

Jenis Kegiatan

Minggu

II

II

IV

Perkenalan pimpinan dan karyawan,
mempelajari sejarah singkat dan struktur

organisasi perusahaan

Menerima penjelasan serta mempelajari secara
umum proses penghitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21.

Mempelajari prosedur pelunasan/pembayaran
Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan serta
dokumen-dokumen yang diperlukan dalam

pelunasan/pembayaran tersebut.

Membantu mengisi SPT dan SSP

Konsultasi secara berkala dengan dosen

pembimbing.

1.4 Bidang limu Praktek Kerja Nyata

1. Akuntansi Perpajakan
2. Undang-undang Perpajakan
3. Perpajakan
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2.1 Pengertian
2.1.1 Pengertian Pajak
Apabila membahas pengert\ian pajak banyak para ahli yang memberikan
batasan tentang pajak, diantaranyé pengertian pajak yang dikemukakan oleh
Adriani (dalam Brotodiharjo, 1991:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Pengertian pajak menurut Soemitro, (1990:5) adalah iuran rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan:
l. iuran dari rakyat kepada negara yang berupa uang dan yang berhak
memungut pajak adalah negara;
2. pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku;
3. pemungutan pajak tersebut tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari
negara yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas;
5. pajak dipungut disebabkan karena suatu keadaan, kejadian perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu pada setiap orang.

Fun gst Pajak
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari

berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak, yaitu :
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6

L]
I. Fungsi Penerimaan (Budgetair), pajak berfungsi sebagai sumber dana
yang  diperuntukkan  bagi  pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

pemerintah.

o

Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur

atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2 Pengertian Penghasilan

Menurut Undang-undang Perpajakan No 17 Tahun 2000 yang dimaksud
dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk
konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
merupakan ukuran kemampuan terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak
tersebut untuk ikut bersama sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah
untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris,
akuntan, pengacara, dan lain-lain;

'b. penghasilan dari uasaha dan kegiatan;

¢. penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak
bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta
atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan sebagainya;

d. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah, dan sebagainya.

2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan ssalah satu sumber penerimaan negara yang
berasal dari pendapatan rakyat, dimana pemungutannya telah diatur dengan
undang-undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai déngan
kehidupan dalam negara hukum seperti di Indonesia. Pajak Penghasilan

merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau
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merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka tanggungan/beban pajak
tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa
beban tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain dengan cara apapun.
Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang
diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selama tahun pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan
Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan

kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang Pajak

Penghasilan.

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan
Berdasarkan pengertian diatas maka Pajak Panghasilan dapat dibagi
mén_iadi :

I. pajak Penghasilan Pasal 21 (akan dijelaskan lebih lanjut);

2. pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan pembayaran pajak
penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau
kegiatan usaha di bidang lain (impor barang, penjualan hasil produksi atau
penyerahan barang);

3. pajak penghasilan Pasal 23 yang merupakan pembayaran pajak
penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap
yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan
selain yang telah dipo.tong pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 21
yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

4. pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terhutang diluar

negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib
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pajak dalam negeri dan boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang
berdasarkan Undang-undang dalam Tahun Pajak yang sama;

pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang dibayar sendiri
(merupakan angsuran) dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak sendiri;

pajak Penghasilan Pasal 26* adalah penghasilan dengan nama dan bentuk
apapun yang diterima atau di[ljeroleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk

usaha tetap yang bersumber di Indonesia.

2.2 Subyek Dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21
2.2.1 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subyek Pajak atau Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

menurut ketentuan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

I.

N

karyawan/pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam Jjumlah tertentu secara
berkala, termasuk anggota dewan, pengawas yang secara teratur dan terus-
menerus ikut mengelola usaha perusahaan secara langsung;

karyawan/pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan

bekerja;

. penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima

atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu,
termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari

Tua atau Tunjangan Hari Tua;

- penerima honorarium  adalah orang pribadi yang menerima imbalan

sehubungan dengan jasa, jabatan, atau keikutsertaannya dalam suatu
rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, seminar, workshop,
pertunjukan, olah raga, dan lain-lain;

penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, mingguan,

borongan, atau satuan. Upah harian adalah upah yang dibayarkan atas dasar
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Jumlah hari kerja. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau
dibayarkan secara mingguan. Upah borongan adalah upah yang terutang
atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. Upah satuan
adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan
yang dihasilkan.

2.2.2 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Obyek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar

untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi Obyek Pajak PPh adalah

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima Wajib

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajb Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk
Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

15

penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang
pensiun bulanan, honorarium (termasuk honorarium Dewan Pengawas dan
Dewan Komisaris), upah, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan,
uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan
khusus, tujangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan transport, tujangan
pajak, iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi
asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, penghasilan teratur lainnya

dengan nama apapun;

. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa

produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan
tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang

sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;

. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua

(THT), uang pesangon, dan pembeyaran lain yang sejenis;

. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam

bentuk apapun, komisi, beasisiwa, dan pembayaran lain sebagai imbalan
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sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib

Pajak dalam negeri, terdiri dari :

a.

oo oA o

h.

1.

k.

L

tenga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter,
konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
sutradara, crew film, foto model, pergawan/peragawati, pemain drama,
penari, pemahat, pelukis, seniman lainnya;

olahragawan; :

penasthat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator:;

pengarang peneliti, dan penerjemah;

pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronuk, fotografi, dan pemasaran;

kolpotir iklan;

pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam
segala bidang kegiatan;

pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;

peserta perlombaan;

petugas penjaja barang dagangan;

petugas dinas luar asuransi;

m. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

. gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang

diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-

tunjangan yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan

termasuk janda, duda, dan atau anak-anaknya;

. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama

apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
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2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
2.3.1 Hak-hak Wajib Pajak PPh Pasal 21
Hak-hak Wajib Pajak PPh Pasal 21 antara lain

¥

[

wajib pajak berhak untuk menerima bukti pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah pajak yang telah
dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk Tahun Pajak
yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final:

wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak,
Jjika Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan
ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan;

wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis
kepada badan peradilan pajak terhadap Keputusan Dirjen Pajak
mengenai keberatannya. Permohonan banding dapat diterima dalam

Jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima.

2.3.2 Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak PPh pasal 21 antara lain :

| %

wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada
pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggunga keluarga pada
permulaan tahun takwim. Surat tersebut dibuat guna mendapatkan
pengurangan PTKP dan diserahkan pada saat seseorang mulai bekerja
atau mulai pensiun;

wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada
Pemotong Pajak dalam hal perubahan jumlah tanggungan keluarga pada
permulaan tahun takwim;

wajib pajak berkewajiban memasukkan SPT Tahunan, jika Wajib Pajak

memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

L]

2.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
2.4.1 Tarif Pajak
Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal
4 (empat) macam, yaitu tarif pajak proposional/sebanding, tarif pajak progresif,
tarif pajak degresif, dan tarif pajak tetap.
1. Tarif Pajak Proposional / Sebanding
Tarif pajak proposional yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap
Jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Pajak Progresif
Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih
besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.
Tarif Pajak Pengahasilan yang berlaku di Indonesia yaitu :
Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Progresif

Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 5%

Diatas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp.
10%

50.000.000,00

Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00 15%
Diatas Rp. 100.000.000,00 s/d 200.000.000,00 25%
Diatas Rp. 200.000.000,00 35%

Sumber : Pasal 17 ayat (1) UU PPh
3. Tarif Pajak Degresif
Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin
menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi
semakin besar.
4. Tarif Pajak Tetap
Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya)
terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Untuk keperluan penetapan tarif Pajak Penghasilan, Jumlah Penghasilan Kena
Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh.
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2.4.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Pasal 7 UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan No.
361/KMK 04/1998 tanggal 21 Juli 1998 yang berlaku efektif 1 Januari 1999
bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditetapkan sebagai
berikut :
Tabel 2.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan Jumlah per tahun
Untuk wajib pajak orang pribadi Rp. 2.880.000,00
Untuk wajib pajak yang kawin Rp. 1.440.000,00

Tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri),
yang diberikan apabila ada penghasilan istri yang Rp. 2.880.000,00

digabungkan dengan penghasilan suami

Tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi Rp. 1.440.000,00

tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang
Sumber : Pasal 7 UU PPh

1. Penghasilan Teratur Karyawan Tetap
a. Untuk menentukan besar penghasilan netto, penghasilan bruto dikurangi

(1) biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara pengahsilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto,
setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00
sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap
orang yang bekerja sebagai karyawan tetap tanpa inemandang
mempunyai jabatan atau tidak;

(2) iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan menteri keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau
Tunjangan Hari Tua (THT) kepada penyelenggara Jamsostek, kecuali
kepada badan penyelenggara Taspen, yang dibayar oleh pegawai.

-b. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan netonya
dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.
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dalam hal karyawati belum kawin, PTKP yang dikurangkan adalah
hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal kawin, pengurangan PTKP
selain untuk dirinya sendiri juga untuk keluarga yang menjadi
tanggungan sepenuhnya;

bagi karyawati yaﬂg‘ suaminya tidak memperoleh penghasilan,
ditambahkan PTKP sebesar Rp. 1.440.000,00 setahun atau Rp.
120.000,00 sebulan, dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi
tanggungan sepenuhnya;

besarnya PTKP ditentﬁkan berdasarkan keadaan pada awal tahun
takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di
Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP didasarkan
pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan;

tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh;
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang lembur dan
penghasilan lain yang sejenis diterima atau diperoleh pegawai
bersamaan dengan gaji bulanan yaitu dengan menggabungkan pada

gaji bulanan,

2. Penghasilan Tidak Teratur (Karyawan/Pegawai Tidak Tetap, Ikatan

Kerja, Calon Pegawai, Pegawai Harian, Pegawai Mingguan, Pemagang,

din

a. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep 235/PJ/1999 tanggal 17
September 1999 bahwa :

(1)

()

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh karyawan harian
dan mingguan serta karyawan tidak tetap lainnya (Pasal 21 ayat (4)
Undang-undang No. 10 tahun 1994) sampai dengan jumlah Rp.
24.000,00 sehari tidak dikenakan pémotongan pajak penghasilan;

ketentuan pada butir 1 huruf a tidak berlaku dalam hal penghasilan
bruto yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,00 sebulan atau dalam hal
penghasilan dimaksud dibayar secar bulanan atau tidak diterima oleh

pegawai tetap;
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(3) ketentuan butir 1 huruf a dan huruf b juga tidak berlaku atas
penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada

petugas dinas luar asuransi.

Oleh karena itu perhitungan pemotongan PPh 21 perlu memperhatikan :
1. Tarif yang ditentukan sebesar 10%
2. PTKP yang dikurangkan berupa penghasilan yang tidak dipotong PPh
pasal 21 sebesar Rp. 24.000,00 sehari
3. PPh pasal 21 dihitung sebagai berikut :
10% X (Penghasilan bruto sehari — Rp. 24.000,00)
4. Untuk mendapatkan jumlah upah harian berlaku ketentuan sebagai
berikut :
a. dalam hal berupa upah mingguan dibagi 6
b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan
yang dihasilkan dalam sehari
¢. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan
dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan
pekerjaan yang dimaksud
b. Untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 240.000,00 dalam satu bulan
takwim :
1. Tarif yang diterapkan adalah tarif Pasal 17 undang-undang PPh
2. PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan
Jumlah PTKP sebenarnya dibagi 360
¢. Untuk penghasilan yang dibayarkan secara bulanan -
1. Tarif yang diterapkan adalah tarif Pasal 17 undang-undang PPh
2. PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan
Jumlah PTKP sebenarnya

3. Penerima Pensiun
a. Untuk menentukan besarnya penghasilan netto penerima pensiun,

penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun,
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yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun

yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-

tingginya Rp. 432.000,00 setahun atau Rp. 36.000,00 perbulan;

b. Untuk menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan nettonya
dikurangi dengan Penghasﬂaﬁ Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.

¢. Tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17 Undang-undang PPh;

d. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau
diperoleh penerima pensiun dihitung sebagai berikut :

(1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh
dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun,
kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang
bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;

(2) Penghasilan netto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan
penghasilan netto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau
diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan
pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh
Pasal 21 sebelum pensiun;

(3) Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada
pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya
dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;

(4) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan
dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 pada huruf ¢ dengan
PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang
bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti
pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

(5) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21
seperti tersebut pada huruf d dibagi dengan banyaknya bulan

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

e. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua
dan selanjutnya dihitung sebagai berikut :
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(1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh

dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;

(2) Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti pada butir 4

huruf a, b, ¢, dan d.

2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Yang bertindak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

a.

Pemberi kerja baik orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha
tetap, badan atau organisasi interanasional berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan, baik. merupakan induk maupun cabang, perwakilan
atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran
lain  dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai ataupun bukan
pegawai.

Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, Jasa, dan kegiatan.

Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Astek, badan penyelenggara Jamsostek
lainnya, serta badanlain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari

Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).

. Perasahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar

honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan ststus Wa_]lb Pajak
dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.

Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, badan usaha milik
negara, milik daerah, perusahaan swasta dengan dan nama dalam bentuk
apapun, dan badan atau organisasi internasional yang membayar

honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan

kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib

Pajak luar negeri.
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f. Yayasan, lembaga, kepanifiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi
dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembeyar gaji,
upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

g Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, badan usaha milik
negara, badan usah milik pemerintah, perusahaan swasta dengan nama
dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam
bentuk apapun yang n.iembayarkan honorarium atau imbalan lain kepada

peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan.

2.5 Sanksi Perpajakan

2.5.1 Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara,

khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut undang-undang perpajakan
ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.
Berikut ini adalah tabel mengenai sanksi administrasi

Tabel 2.3. Bunga 2% Sebulan
No Masalah Cara Menagih

1 Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau SPT masa) tetapi

SSP
belum diperiksa

2 | Dari penelitian rutin :
PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar SSP/STP
b.  PPh pasal 21, 23, 25, dan 26 serta PPN yang SSP/STP
terlambat dibayar :
c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang atau SSP/STP’

terlambat dibayar

d.  SPT salah tulis/salah hitung SSP/STP
3 Dilakuk ik: , pajak kurang dibayar (maximal 24
tlakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar ( SSPSRPER
bulan)
4 Pajak diangsur/ditunda : SKPKB,SKKPP,STP. SSP/STP
3 SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar. SSP/STP

Sumber : Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) UU KUP
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Tabel 2.4. Kenaikan 50% dan 100%

19

No Masalah » Cara Menagih
I | Dikeluarkan SKPKB dengn p.erhitungan secara
jabatan:
a. Tidak memasukkan SPT : SKPKB ditambah
1. SPT tahunan (Pasal 29) kenaikan 50%
2. SPT tahunan (PPh 21, 23, 26, dan PPN). SKPKB ditambah
kenaikan 100%
b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagai SKPKB
dimaksud pasal 28. 50% PPh pasal 29
100% PPh pasal 21, 23.
26, dan PPN
c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak SKPKB
memberi keterangan, tidak mémberi bantuan guna 50% PPh pasal 29
kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud 100% PPh pasal 21, 23.
pasal 29. 26, dan PPN

pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya
mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0%,
diberi restitusi pajak.

2 Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru,
data semula yang belum terungkap setelah SKPKBT 100%
dikeluarkan SKPKB.
3 Khusus PPN dikeluarkan SKPKB karena

SKPKB 100%

Sumber : Pasal 13 ayat (3) huruf a UU KUP
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Tabel 2.5. Denda Administrasi

20

No Masalah Cara Menagih
1 Tidak/terlambat memasukkan / menyampaikan SPT. STP ditambah Rp.
25.000,00 atau Rp
50.000,00
2 Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa i
tetapi belum disidik. e ionir o
3 Khusus PPN :
a. Tidak melaporkan usaha.
b. Tidak membuat/mengisi Faktur. STP/SKPKB (ditambah
¢. Melanggar larangan membuat Faktur (PKP 2% denda dari dasar
yang tidak dikukuhkan)'. pengenaan).
4 Khusus PBB :
a. SPT, SKPKB tidak/kurang atau terlambat | STP ditambah denda 2%
dibayar. . (maximal 24 bulan).
: SKPKB + denda adm
b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang | dari selisih pajak yang
dibayar. terutang.

Sumber : Pasal 7 UU KUP

2.5.2. Sanksi Pidana
Menurut undang-undang perpajaklan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu
denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.
a. Denda Pidana
Sanksi ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan
peraturan perpajakan, sanksi berupa pidana selain dikenakan kepada
Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada Pejabat Pajak atau
kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda Pidana dikenakan
kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat

kejahatan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b. Pidana Kurungan
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Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat

pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.

Karena pidana kurungan' yang diancamkan dengan denda pidana, maka

masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti

kurungan selama-lamanya sekian.

¢. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman

perampasan kemerdekaan. Pidana penjara tidak ada yang ditujukan pada

pihak ketiga, adanya hanya kepada Pejabat Pajak dan Wajib Pajak.

Tabel 2.6. Sanksi Perpajakan

Yang
dikenakan

Sanksi Pidana

Neorma

Sanksi Pidana

1. Wajib Pajak

. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau

menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap
atau merlampirkan keterangan yang tidak

benar

. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak

meminjamkan  pembukuan, catatan atau
dokuman lain, dan hal-hal lain. Sebagaimana
dimaksud dalam pasal 39 KUP.

Pidana kurungan selama

lamanya 1 tahun dan

denda setinggi-tingginya

2 (dua) kali jumlah

pajak terutang atau

kurang bayar.

a. Pidana Penjara
selama lamanya 6
(enam) tahun dan
denda setinggi-
tingginga 4  kali
jumlah pajak terutang
yang tidak  atau
kurang bayar.

b. Ancaman pidana
sebagaimana
dimaksud pada huruf
a dilipat  duakan

apabila seseorang
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melakukan lagi tindak

pidana di  bidang
parpajakan  sebelum
lewat sat  tahun,
terhitung sejak

selesainya menjalani

pidana penjara yang

dijatuhkan.
3. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau | Pidana kurungan
Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar selama-lamanya 6

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU
PBB. ‘

Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP,
memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen
palsu, dan hal hal lain sebagaimana diatur
dalam pasal 25 (1) UU PBB.

(enam) bulan dan/atau
denda setinggi-tingginya

2 (dua) kali jumlah
pajak terutang.
a. Pidana penjara

selama-lamanya 2
tahun dan/denda
setinggi-tingginya 5
kali  jumlah
terutang.
b. Sanksi  (a)
duakan jika sebelum
tahun
sejak
selesainya menjalani
sebagian/seliuruh
pidana yang
dijatuhkan melakukan
tindak pidana lagi

pajak

dilipat

lewat 1

terhitung

11.Pejabat

]

. Kealpaan

tidak
merahasiakan  hal
dalam

memenuhi  kewajiban
sebagaimana dimaksud
pasal 34 UU KUP (tindak

pelanggaran).

Sengaja  tidak  memenuhi
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud
dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan).

kewajiban

Pidana

selama-lamanya 1 tahun

kurungan

dan/atau denda setinggi-
tingginya Rp. 2.000.000
(dua juta rupiah).

Pidana kurungan
selama-lamanya 2 tahun

dan/atau denda setinggi-
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tingginya Rp. 5.000.000
(lima juta rupiah).

I Pihak Ketiga

Sengaja  tidak memperlihatkan atau  tidak
meminjamkan surat atau dokumen lainnya
dan/atau tidak menyampaikan keterangan yang
diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal
25 (1) huruf d dan e UU PBB.

Pidana kurungan
selama-lamanya 1 tahun
dan/atau denda setinggi-
tingginya Rp. 2.000.000
(dua juta rupiah).

Sumber : Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ¢, dan Pasal 39 ayat (3) UU KUP
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BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan
3.1.1 Nama Dan Bentuk Peru.;ahaan

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) didirikan di Jakarta pada tanggal 31
Desember 1859 yang dahulu dikenal dengan nama NILLMIJ (Nederlands Indishe
Levensverzekering en Lijrente Maatcshappij). Perusahaan ini didirikan
berdasarkan Akte Notaris William Henn Herklots No 185 tanggal 31 Desember
1895 dan tercatat dalam sejarah sebagai perusahaan asuransi pertama yang
didirikan di Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1960 NILLMIJ VAN 1859
bersama dengan delapan perusahaan Belanda lainnya diambil alih dan dikuasai
oleh pemerintah RI, berdasarkan PP no 23 tahun 1958 yang kemudian dipertegas
dengan PP no 48 tahun 1960 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik
Belanda. Hal ini ditetapkan pada tahun 1960 yang kemudian namanya diganti
dengan PT. Pertanggungan Djiwa Sejahtera berdasarkan SK Menteri Kehakiman
RI No. JA.5/126/10 tanggal 17 Desember 1960. Kemudian pada tahun 1961
namanya diganti menjadi PN Asuransi Eka Sejahtera. Beberapa tahun kemudian
PN Asuransi Eka Sejahtera mengalami perubahan nama menjadi PN Jasa
Sejahtera mulai tanggal 1 Januari 1965. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan
pada PP No 40 tanggal 24 Desember 1965, nama PN Jasa sejahtera menjadi PN
Asuransi Jiwasraya, dimana PN Asuransi Jiwasraya ini menjadi wadah dari
sembilan perusahaan negara asuransi jiwa eks milik Belanda yang semuanya
cukup besar dan bonafit. Satu-satunya perusahaan asuransi jiwa nasional yang
diintegrasikan kedalam PN Asuransi Jiwasraya adalah PT Pertanggungan Jiwa
Dharma Nasional mulai 1 Januari 1966 Berdasarkan SK Menteri Urusan
Perasuransian Republik Indonesia No.2/ SK/ 1966.

Pada tanggal 6 Desember 1972 berdasarkan PP no 33 Tahun 1972 sesuai

Akte Notaris Mohamad Ali nomor 12 tahun 1973 Asuransi Jiwasraya sebagai
perusahaan negara beralih statusnya menjadi perusahaan perseroan terbatas (PT)
sampai sekarang. Berdasarkan akte Notris Imas Fatima, SH. Tanggal 12 Mei 1988

24
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No 10 dan tanggal 8 September 1988 No. 19, yang telah mendapatkan persetujuan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-
16563HT.01.04.Th 1998 tanggal 2 Oktober 1998 singkatan nama perusahaan
dirubah menjadi PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO).

3.1.2 Lokasi Perusahaan
PT Asuransi Jiwasraya Malang terletak di Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
Posisi ini sangat strategis jika dilihat dari beberapa faktor yaitu terletak dipusat
kota, kemudahan transportasi, dan kemudahan sarana komunikasi.
1. Letak dipusat kota
Keuntungan yang diperoleh, dekat dengan daerah pemasaran, yaitu
penduduk kota yang sangat potensial untuk dijadikan calon pembeli
polis asuransi.
2. Kemudahan transportasi
Dari kemudahan tentang transportasi tersebut akan memudahkan para
calon nasabah meminta berbagai macam informasi terutama mengenai
perasuransian.
3. Kemudahan Sarana komunikasi
Dengan ketersediaan sarana komunikasi yang memadai, maka akan
memperlancar urusan—urusan antara nasabah tertanggung dengan

perusahaan dalam waktu yang relatif singkat.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaaﬁ

Stuktur organisasi bagi suatu Badan Usaha sangat penting sekali dengan
kata lain bahwa dengan struktur organisasi akan tergambar dengan jelas
wewenang dan tanggung jawab serta jenjang tingkat kepemimpinan. Bentuk
stuktur organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang adalah

struktur organisasi lini/garis dan fungsional, yang pada prinsipnya bahwa perintah
mengalir secara langsung dan lurus dari atas ke bawah dan karyawan mempunyai
satu komando. Para karyawan mempunyai tanggung jawab secara langsung atas

suatu pekerjaan yang telah ditetapkan dalam bidangnya. Di dalam struktur
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organisasi ini terdapat pejabat fungsional yang bertugas membantu perusahaan
dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan.

Untuk lebih jelas dan ringkas dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi
PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang yang terdapat pada gambar 3.1
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3.3 Kegiatan Usaha
3.3.1 Proses Kegiatan Usaha
Proses kegiatan usaha yang dimaksudkan disini adalah proses atau kegiatan
yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen mulai dari awal
transaksi sampai dengan akhir serta layanan purna jualnya. PT. Asuransi
Jiwasraya (Persero) Cabang Malang dalam kegiatan usahanya menghasilkan
layanan kepada masyarakat berupa asuransi. Proses kegiatan usaha perusahaan ini
merupakan proses usaha secara terus menerus. Secara garis besar proses tersebut
meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Proses pencarian pelaﬁggan
Proses ini biasanya dilakukan dengan cara pengiklanan di media masa,
baik media cetak maupun elektronik.
2. Proses pemilihan atau penyortiran calon pelanggan
Staf dari bagian pertanggungan melakukan penelitian terhadap calon
pelanggan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan perusahaan. ‘
3. Proses penerimaan pelanggan
Setelah melalui tahap penyortiran, pelanggan diharuskan membayar
setoran pertamanya dan kemudian diteruskan dengan setoran-setoran
yang telah ditetapkan perusahaan sesuai dengan jenis asuransi yang
diikutinya.
4. Proses pembayaran polis Asuransi
Proses ini terjadi apabila pelanggan mengajukan klaim atas polis yang
dipegangnya. Pembayaran klaim terhadap polis ini sesuai dengan angka

atau jumlah yang tercantum dalam polis tersebut.

3.3.2 Hasil Usaha
Jenis-jenis asuransi jiwa yang ditawarkan pada PT. Asuransi Jiwasraya
(Persero) Cabang Malang ada dua macam, yaitu :
1. Asuransi Jiwa perorangan (ordinary life insurance)
Yaitu seseorang yang menutup suatu pertanggungan untuk dirinya

sendiri  karena adanya kesadaran akan resiko-resiko yang
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mengakibatkan berkurangnya atau lenyapnya penghasilan seseorang.
Untuk menutupi kerugian ekonomi ini seseorang mengatasinya dengan

asuransi jiwa.

. Asuransi jiwa kumpulan (group life insurance)

Jaminan terhadap resiko-resiko asuransi jiwa kumpulan ini tidak jauh
berbeda dengan asuransi jiwa perorangan. Perbedaannya hanya pada
pelaksanaannya yaitu apabila pada asuransi jiwa perorangan segala
sesuatunya hanya untuk satu orang saja sedangkan pada asuransi jiwa
kumpulan  polis dirgrbitkall satu  buah untuk beberapa orang
peserta/tertanggung dan pemegangnya adalah majikan dari suatu
instansi/perusahaan. Polis ini disebut polis induk atau master polis.
Kepada masing-masing peserta sebagai tanda bukti diberikan sertifikat.
Asuransi jiwa kumpulan pada umumnya tidak melalui pemeriksaan
keschatan. Premi asuransi jiwa kumpulan dapat dibayarkan sendiri oleh
peserta (contributory) atau dapat pula dibayarkan seluruhnya oleh
majikan (non contributory). Peserta dari satu polis induk adalah

pegawai-pegawai dari suatu instansi atau perusahaan.

Dari berbagai jenis asuransi yang ditawarkan Asuransi Jiwasraya,

pembayaran premi pertama harus dilakukan terlebih dahulu (dibayar dimuka)
sebesar jumlah premi yang dikehendaki oleh calon pemegang polis. Begitu pula

setelah pertanggungan berjalan, premi harus sudah dibayar pada tiap awal periode

pembayaran. Periode pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara sekaligus,

tahunan, semesteran, kwartalan ataupun bulanan hal ini tergantung dari

permintaan pemegang polis. Pembayaran premi akan berakhir pada akhir masa

asuransi atau pada saat tertanggung/pemegang polis meninggal dunia dalam masa

pembayaran premi. Adapun macam macam produk asuransi tersebut antara lain

Jenis-jenis Asuransi Jiwa Perorangan

Dwi Guna

Pada jenis pertanggungan ini, uang asuransi akan dibayarkan sebesar 1
(satu) kali pada saat berakhirnya masa asuransi/ masa pembayaran premi

Jika tertanggung masih hidup, atau dibayarkan sebesar 1 (satu) kali kepada
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yang ditunjuk menerima faedah asuransi, jika tertanggung meninggal
dunia dalam masa asuransi/masa pembayaran premi.

Aneka Usaha

Pada jenis pertanggungan ini, uang asuransi akan dibayarkan sebesar 1
kali pada saat berakﬁimya masa asuransi/pembayaran premi jika
tertanggung masih hidup. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa
asuransi, uang asuransi akan dibayarkan sekaligus sebesar 1 kali, serta
ditambah dengan tunjangan scbesar 1% dari uang asuransi yang
dibayarkan setiap bulan secara berturut-turut mulai dari bulan berikutnya
sampai dengan berakhirnya masa pembayaran premi.

Bea Siswa

Uang asuransi berupa bea siswa, dibayarkan tiap-tiap bulan selama 5 atau
6 tahun (tergantung piliilan pemegang polis) berturut-turut, dimulai dari
bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pembayaran premi, dengan
tidak memperhatikan hidup atau meninggalnya tertanggung.

Bea Asuhan

Uang asuransi dibayarkan sekaligus sebesar 1 kali pada saat berakhimya
masa asuransi/pembayaran ‘ premi, jika tertanggung masih hidup. Jika
tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan
uang tunjangan sebesar 1% dari uang asuransi yang dibayarkan setiap
bulan secara berturut-turut mulai bulan berikutnya tertanggung meninggal
dunia dalam masa pembayaran premi hingga akhir masa asuransi
ditambah satu kali uang asuransi.

Bekal Belajar

Jenis asuransi ini mirip dengan asuransi bea siswa, hanya saja ada sedikit
perbedaan tunjangan sebesar satu persen dari uang asuransi yang
dibayarkan kepada ahli waris yang sah jika tertanggung meninggal dunia
dalam masa pembayaran premi.

Bekal Dewasa

Jenis asuransi ini adalah asuransi yang mirip dengan asuransi Dwi Guna,

dimana uang asuransi yang akan dibayarkan sekaligus tetap pada masa
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akhir ~ asuransi/masa pembayaran tidak tergantung dari hidup
meninggalnya tertanggung.

g. DwiJaya
Uang asuransi yang akan dibayarkan sebesar satu kali kepada yang
ditunjuk untuk menerima faedah asuransi/ahli waris yang sah, jika
tertanggung meninggal.;‘ dunia dalam masa asuransi. Jika tertanggung
masih hidup sampai mésa akhir asuransi, uang asuransi akan dibayarkan
sebesar dua kali.

h. Tri Jaya
Jenis asuransi ini sama saja dengan jenis asuransi Dwi Jaya, hanya saja
perbedaannya terletak pada pembayaran uang asuransi dimana pada
asuransi Dwi Jaya pembayaran sebesar dua kali sedangkan pada asuransi
Tri Jaya sebesar tiga kali.

1. Dwi Bakti
Uang asuransi akan dibayarkan sebesar satu kali pada saat berakhirnya
masa asuransi jika tertanggung masih hidup. Jika tertanggung meninggal
dunia dalam masa asuransi, uang asuransi akan dibayarkan sebesar dua
kali kepada ahli waris yang sah.

J.  Dwi Pralaya
Uang asuransi akan dibayarkan sekaligus sebesar satu kali pada saat
berakhirnya masa asuransi jika tertanggung hidup. Apabila kemudian
tertanggung meninggal dunia dalam waktu sesudah berakhirnya masa
asuransi, maka kepada ahli walis berhak menerima faedah asuransi
sebesar satu kali saja. Akan tetapi jika tertanggung meninggal dunia dalam
masa asuransi maka ahli warisnya juga tetap akan menerima faedah
asuransi sebesar sama yaitu satu kali saja.

2. Jenis Asuransi Kelompok

a. Eka Warsa Berkala Kumpulan
Asuransi kumpulan jenis ini hanya berlaku untuk satu tahun saja, apabila
menghendaki perpanjangan maka dapat diperpanjang lagi untuk satu tahun
berikutnya (kontrak baru) begitu seterusnya.
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b. Kala Bakti Kumpulan
Jenis pertanggungan kumpulan ini mirip sekali dengan jenis Eka Warsa
Berkala Kumpulan. Hanya terdapat perbedaan dalan masa asuransinya,
dimana pada Kala Bakti Kumpulan masa asuransi minimal selama lima
tahun. Sedangkan pembayaran asuransi diberikan kepada ahli warisnya
apabila tertanggung o meninggal dunia dalam masa asuransi. Jika
tertanggung hidup teﬁls sampai berakhirnya masa asuransi, kepadanya
tidak diberikan sesuatu apapun.

¢. Pensiun Hari Tua
Dengan ditutupnya kontrak asuransi pensiun hari tua ini, berarti
perusahaan asuransi jiwa, telah ditunjuk menyediakan dana pensiun untuk
karyawan dari perusahaan penutup pensiun hari tua tersebut. Pembayaran
Dana Pensiun akan dilakukan apabila tertanggung telah memasuki masa
pensiun, atau kepada ahli warisnya jika tertanggung meninggal dunia
sebelum masa pensiun.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang bergerak dalam bidang
usaha jasa, yaitu jasa asuransi jiwa. Yang dimaksud dengan asuransi jiwa adalah
kontrak penjualan antara perseorangan atau badan dengan perusahaan asuransi
Jiwa , dimana ketentuan kontrak tersebut seorang pembeli atau yang disebut
pemegang polis melalui pembayaran premi yang teratur, membeli suatu proteksi
tertentu yang dinyatakan dalam bentuk sejumlah dana yang akan diterima pada
ahli warisnya jika pemegang polis méninggal dunia, atau untuk diterima oleh
pemegang polis sendiri diakhir periode yang telah ditentukan bersama dalam
~ kontrak. ;

Kontrak itu dalam wujud visualnya berupa kertas berharga yang disebut
polis. Sebagai suatu dokumen yang mencantumkan ketentuan-ketentuan
pemegang polis yang membayar premi, membeli jasa-jasa proteksi yang diterima,
pada waktu yang akan datang. Jadi yang dibeli oleh pemegang polis, bukanlah
polis itu sendiri, namun jasa—jasa proteksinya. Oleh karena waktu yang akan
datang itu merupakan jangka waktu yang lama dan dihubungkan dengan kematian

dari si pemegang polis, inilah alasan yang sangat penting mengapa polis asuransi
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jiwa harus mencantumkan pasal-pasal atau klausula yang cukup terperinci dan
mendetail, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

3.4 Pemasaran
Kegiatan pemasaran adafah sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan,
karena merupakan suatu alat untuk menyalurkan hasil usaha perusahaan tersebut
untuk memnuhi permintaan pasar atau konsumen. Melihat karakteristik dari
produk asuransi jiwa adalah khusus yaitu berupa produk yang tidak dapat dilihat
dan lebih merupakan suatu janji, maka dalam memasarkannya haruslah
menggunakan sarana promosi yang tepat sebagai salah satu cara dalam pemasaran
produknya.
Dalam mempromosikan produknya PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
Cabang Malang menggunakan tiga macam sarana promosi yaitu :
I. Periklanan
Dalam kebijaksanaan dalm periklanan, perusahaan lebih memilih
beberapa alat periklanan saja dengan tujuan untuk penghematan biaya.
Media periklanan yang digunakan perusahaan antara lain majalah, surat
kabar ataupun radio local, stiker, kalender dan Web Sites.
2. Promosi Penjualan
Dalam kegiatan promosi penjualan ini perusahaan melakukan berbagai
kegiatan antara lain melalui aparat dinas luar (selain Agen) dengan
tujuan promosi secara langsung yang diberikan saat menjalankan operasi
terutama pada konsumen yang sudah atau memakai produk Asuransi
jiwa. Selain itu perusahaan juga memberikan potongan pembelian pada
saat—saat tertentu disamping juga memberikan hadiah-hadiah pada
konsumen yang melakukan pembelian ulang, sehingga poduk yang
ditawarkan dapat lebih berkembang dan target perusahaan dapat
tercapai.
3. Personal Selling
Dimana dalam kegiatan ini dilakukan oleh karyawan non organik atau

lebih disebut armada agen dengan tujuan promosi secara dua arah
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sehingga lebih terjalin komunikasi yang lebih baik dengan calon
konsumennya terlebih lagi yang masih belum paham terhadap produk

asuransi jiwa.

* 3.4.1 Daerah Pemasaran
Selain ini PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang merupakan
cabang tempat untuk mengumpulkan data keuangan selain melakukan pemasaran
itu sendiri. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang membawahi daerah
pemasaran, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Jember, Madiun, Kediri, Batu,
Kepanjen, Banyuwangi, Lumajang, Genteng, Bondowoso, Situbondo, Ponorogo,

Magetan, Ngawi, Pacitan, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Pare dan Trenggalek.

3.4.2 Saluran Distribusi

Saluran distribusi adalah saluran atau media yang digunakan oleh produsen
untuk menyalurkan hasil usaha dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi
yang digunakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang adalah
saluran distribusi langsung, yaitu pendistribusian hasil usaha dari produsen

langsung ke konsumen.

N
j Produsen > Konsumen

/

\
S

Gambar 3.2 Bentuk Saluran distribusi pemasaran asuransi

Dalam prakteknya untuk lebih memperlancar tugas penjualan PT Asuransi
| Jiwasraya (Persero) Cabang Malang menggunakan Multi Marketing sebagai alat
pemasaran, yaitu dimana satu agen membawahi beberapa agen yang lain secara
terus menerus; sistem ini sering disebut sistem pohon bercabang. Para agen
tersebut dibagi tingkatannya sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan
tugas dan wewenang masing-masing agen. Klasifikasi tingkatan agen dibagi
menjadi 4 tingkatan, yang mana penilaiannya berdasarkan poduktifitasnya dalam

memperoleh nasabah asuransi setiap 3 bulan (Dalam hal ini agen ditempatkan di
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BAB IV
HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang
Malang dilaksanakan selamassatu bulan yaitu mulai tanggal 04 Pebruari sampai
dengan 28 Pebruari 2002. Selama jangka waktu tersebut penulis telah banyak
mendapat tambahan pengalaman mengenai masalah perpajakan perusahaan dan
dapat menerapkan secara langsung teori perpajakan yang dipelajari di bangku
perkuliahan.
Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek
Kerja Nyata adalah sebagai berikut :
1. Membantu pendataan gaji karyawan
2. Membantu menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Membantu mengisi formulir Surat Setoran Pajak Masa (SSP Masa)
4

Membantu mengisi formulir Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

4.2 Proses Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
4.2.1 Pendataan Gaji Karyawan

Kegiatan pertama dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis membantu bagian
Sumber Daya Manusia dalam pendataan gaji karyawan yang akan digunakan
sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang akan
disetorkan setiap bulan.Karyawan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang
Malang seluruhnya berjumlah 31 orang dan semuanya merupakan Pegawai Tetap
yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kemudian dari pendataan tersebut
diperoleh data jumlah gaji tiap-tiap karyawan yang kemudian dimasukkan ke
dalam komputer untuk digunakan sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21.

4.2.2 Membantu Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan karyawannya, PT. Asuransi

Jiwasraya (Persero) Cabang Malang menganut sistem self assesment, artinya

36
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bahwa penetapan besarnya pajak terutang, penghitungan, penyetoran, dan
pelaporannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan
demikian undang-undang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk
melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya. Seluruh
karyawan di PT. Asuransi *f!iwasraya (Persero) Cabang Malang merupakan
: Pegawai Tetap dan dikenakan‘-;."Pajak Penghasilan Pasal 21, Proses penghitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21' di perusahaan sudah menggunakan sistem
komputerisasi. Sistem komputerisasi yang digunakan adalah sistem dimana
didalamnya terdapat suatu program yang telah disususun sedemikian rupa yang
berisi tentang format perhitungan Pajak Pernghasilan Pasal 21. Format
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam program komputer tersebut adalah
sebagai berikut :

L. untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan , terlebih
dahulu dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto sebulan
diperoleh dengan cara menambahkan gaji pokok dengan tunjangan-
tunjangan serta pendapatan lain-lain yang diterima karyawan, kemudian
Jumlah penghasilan netto tersebut disetahunkan;

2. penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi Jjumlah
Penghasilan netto setahun dengan biaya jabatan (besarnya 5% dari
penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp. 1.296.000,00 dalam setahun atau
Rp.108.000,00 sebulan), iuran pensiun, dan PTKP (tarifnya terdapat pada
tabel 2.2);

3. pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena
Pajak dengan Tarif Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1)
UU PPh;

4. Pajak Penghasilan sebulan diperoleh dengan cara membagi pajak
penghasilan setahun dengan 12.

Sebagai contoh untuk memperjelas mekanisme perhitungan PPh Pasal 21, penulis
mengambil beberapa kasus perhitungan pajak penghasilan karyawan di PT.
Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang :
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Contoh 1

Tuan Halim Sunaryadi bekerja pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang
Malang dengan gaji bulanan sebesar Rp. 980.000.,00. Tunjangan yang diterima
setiap bulan sebesar Rp. 3.080.292,00. Iuran pensiun yang dipotong pihak
perusahaan sebesar Rp. 823.200,00. Tuan Halim Sunaryadi telah menikah dan
tidak mempunyai anak.

%

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Gaji Pokok . Rp. 980.000,00
Tunjangan jabatan Rp. 3.080.292.00

Jumlah Rp. 4.060.292,00
Penghasilan setahun Rp. 4.060.504,00 X 12 Rp. 48.723.504,00
Potongan :

1. Biaya Jabatan :
5% X Rp. 48.723.504,00 Rp. 2.436.175,00

Maximal diperkenankan Rp. 1.296.000,00

2. luran Pensiun Rp. 823.200,00

3. PTKPK/0 Rp. 4.320.000,00
Jumlah potongan (Rp. 6.439.200.00)
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 42.284.304,00

PPH Pasal 21 terutang setahun :
5% X Rp. 25.000.000,00
10% X Rp. 17.284.304,00

Il

Rp. 1.250.000,00
Rp. 1.728.430.40
Rp. 2.978.430,40
PPh Pasal 21 sebulan Rp.978.430,40 / 12 = Rp. 248.000,00

Contoh 2

Tuan Marba’i bekerja pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang
dengan gaji bulanan sebesar Rp. 858.000.,00. Tunjangan jabatan yang diterima
sebesar Rp. 979.633,20. Iuran pensiun yang dipotong pihak perusahaan sebesar
Rp. 720.720,00. Tuan Marba’i telah menikah dan mempunyai 3 anak.
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Perhitungan PPh Pasal 21 :

Gaji Pokok Rp. 858.000,00
Tunjangan jabatan ‘ Rp. 979.633.20

Jumlah Rp. 1.837.633,20
Penghasilan setahun Rp. 4.060.504,00 X 12 Rp. 22.051.598,40
Potongan :

1 Biaya Jabatan :

5% X Rp. 22.051.598,00 Rp. 1.102.579,00
2 Turan Pensiun Rp. 720.720,00
3 PTKPK/A3 Rp. 8.640.000,00
Jumlah potongan (Rp. 10.463.299.00)
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 11.588.298,40
PPH Pasal 21 setahun :
5% X Rp. 11.588.299,40 = Rp. 579.414,92
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 579.414,92 / 12 = Rp. 48.000,00
Contoh 3

Tuan Suwarno bekerja pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang
dengan gaji bulanan sebesar Rp. 282.000.,00. Tunjangan jabatan yang diterima
sebesar Rp. 466.522,80. Iuran pensiun yang dipotong pihak perusahaan sebesar
Rp. 236.880,00. Tuan Suwarno telah menikah dan mempunyai 3 anak.
Perhitungan PPh Pasal 21 : 2

Gaji Pokok \ Rp. 282.000,00

Tunjangan jabatan Rp. 466.522.80

Jumlah Rp.  748.522,80
Penghasilan setahun Rp. 748.522.80 X 12 Rp. 8.982.273,60
Potongan :

1 Biaya Jabatan :
: 5% X Rp. 8.982.273,60 Rp. 449.113,00
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2 luran Pensiun Rp. 236.880,00
3 PTKPK/3 Rp. 8.640.000,00
Jumlah potongan (Rp. 9.235.993.00)
Penghasilan Kena Pajak setahun 0
PPh Pasal 21 sebulan = 0

Karena potongan melebihi jumlah penghasilan maka Tuan Suwarno tidak
dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.
o
4.3 Formulir-formulir Pajak Penghasilan Pasal 21
Formulir-formulir yang digunakan dalam pembayaran Pajak Penghasilan
Pasal 21 Karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang adalah
sebagai berikut :

1. Surat Setoran Pajak (SSP)‘Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke kas negara atau pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan. SSP ini digunakan untuk menyetorkan pembayaran pajak setiap
bulan dan pajak yang terutang dalam satu tahun.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak
terutang dalam suatu masa pajak.

3. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, adalah surat yang digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam satu
tahun pajak. SPT Tahunan ini berisi tentang data keseluruhan pegawai yang
menjadi Wajib Pajak, berikut jumlah penghasilan yang diterima serta
jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang.

SPT Tahunan ini oleh perusahaan dilaporkan pada tiap akhir tahun, jadi
pada waktu PKN penulis tidak melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan SPT Tahunan tersebut.
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4.4 Proses Pengisian Formulir Pajak Penghasilan Pasal 21

Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis di PT. Asuransi

Jiwsraya (Persero) Cabang Malang adalah mengisi formulir pajak yang berupa :
1. surat setoran pajak (SSP) Masa untuk bulan Pebruari 2002;
2. surat pemberitahuan (éPT) Masa untuk bulan Pebruari 2002.

4.4.1 Membantu Mengisi SSP Masa

Setelah mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Karyawan, maka
dilakukan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 5 (lima) lembar. Blanko
SSP ini dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Dalam pengisisan lembar- SSP ini harus dilakukan dengan benar,
khususnya mengenai NPWP, Nama NPWP, Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis
Setoran.

Adapun cara pengisiannya adalah sebagai berikut :

a. NPWP Pemotong Pajak
Bagian ini diisi dengan? NPWP Pemotong Pajak sesuai dengan yang
tercantum dalam Kartu NPWP | yaitu 01.001.660.4.623.001

b. Nama Wajib Pajak
Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak, yaitu PT. Asuransi
Jiwasraya (Persero) Cabang Malang

c. Alamat
Bagian ini diisi sesuai dangan alamat kantor Pemotong Pajak, yaitu JL
Merdeka Barat No. 4-7 Malang

d. MAP/Kode Jenis Pajak,
Diisi dengan kode jenis pajak perusahaan yaitu 0111

e. Kode Jenis Setoran Pajak, _
Bagian ini diisi dengan kode jenis setoran pajak yaitu 200

f. Uraian Pembayaran,
Dalam hal ini pajak yang akan disetor adalah pajak Penghasilan Karyawan

g. Masa Pajak,
Bagian ini diisi pembayaran pajak untuk bulan yang bersangkutan yaitu
bulan Pebruari 2002
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. Tahun Pajak,

Diisi dengan tahun terutangnya pajak yaitu tahun 2002

Jumlah pembayaran,

Bagian ini diisi dengan jumlah pembayaran Pajak Peanghasilan Pasal 21
untuk bulan Pebruari yaitu sebesar Rp. 1.413.000,00

Wayjib Pajak/Penyetor,

Bagian ini diisi dengan nama Pengurus atau pegawai PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) Cabang Malang yang menangani masalah Pajak Perusahaan

Dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut blanko SSP diisi rangkap

lima,
1.

2

yaitu :

Lembar pertama untuk Wajib Pajak

. Lembar kedua untuk Bank yang kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan

Pajak

. Lembar ketiga untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

Lembar keempat untuk arsip pihak Bank
Lembar kelima untuk Wajib Pungut atau pihak lain

4.4.2 Membantu Mengisi SPT Masa

1.

Dalam pengisian SPT Masa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Identitas Pemotong Pajak
Bagian ini diisi denagn NPWP, Nama, dan Aalamat Pemotong Pajak yang
bersangkutan dalam kotak yang berkenaan.
Masa Pemotongan Pajak,
Bagian ini diisi sesuai dengan masa dan tahun pemotongan pajak serta

tanggal penyetoran

. Golongan Pegawai

Bagian ini diisi golongan pegawai yang ada di perusahaan yaitu untuk PT.
Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang seluruh pegawainuya

berstatus pegawai tetap
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4. Jumlah Pegawai
Kolom ini diisi dengan jumlah seluruh pegawai yang dikenakan Pajak
Penghasilan Pasal 21 yaitu berjumlah 31 orang

5. Jumlah Penghasilan Bruto
Kolom ini diisi dengan jumlah total penghasilan bruto seluruh karyawan
PT. Asuransi Jiwasraya (Persero Cabang Malang Yang dikenakan Pajak
Penghasilan Pasal 21

6. Pajak Penghasilan yang dipétong
Kolom ini diisi dengan total pajak yang dikenakan atas seluruh karyawan
PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang

Blanko SPT Masa ini terdiri dari 2 lembar, yaitu :
1. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak
2. Lembar ke-2 untuk arsip Pemotong Pajak/perusahaan

4.5 Proses Pelunasan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kewajiban dari pemotong
pajak adalah menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak
penghasilan karyawannya, maka akan dijelaskan mengenai prosedur
pembayaran/pelunasan dan pelaporan atas Pajak Penghasilan Karyawan di PT.

Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang

4.5.1 Prosedur Pelunasan Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 21

Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setelah perhiﬁmgan,
pengisian Surat Setoran Pajak Surat Pemberitahuan Masa. Adapun prosedur
pelunasan atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dapat
~ dijelaskan sebagai berikut :

1. blanko SSP Masa rangkap 5 (lima) yang telah diisi dengan benar dan
lengkap oleh pegawai bagian Administrasi dan Keuangan dilaporkan ke
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan persetujuan serta
tanda tangan;

2. setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan Kepala Bagian SDM

"~ blanko SSP tersebut diserahkan ke Petugas Penyetoran. Kemudian SSP
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Masa tersebut diserahkan atau ditunjukkan ke bagian Kasir untuk
pengambilan uang tunai guna pelunasan Pajak Pernghasilan Karyawan yang
Jumlahnya sesuai dengan yang tercantum dalam blanko SSP Masa yang
akan disetor ke Bank;

setelah menerima uang tunai dari bagian Kasir , Petugas Penyetoran
kemudian melakukan penyetoran/pelunasan Pajak Penghasilan Karyawan
yang terutang ke Bank Rakyat Indonesia setempat yang jumlahnya sesuai
dengan jumlah Pajak Ppnghasilan Karyawan terutang yang tercantum dalam
SSP Masa;

sebagai bukti telah melakukan penyetoran/pelunasan Pajak Penghasilan
Karyawan, pihak Bank menandatangani SSP Masa tersebut serta
mengambil blanko SSP Masa lembar ke-2 dan ke-4 sebagai tanda bukti

bahwa perusahaan telah melunasi Pajak Penghasilan Karyawannya.

4.5.2 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang dilakukan

oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang pada tiap bulan adalah

sebagai berikut :

&

blanko SPT Masa yang telah diisi dengan benar dan lengkap dilaporkan
oleh bagian Administrasi dan Keuangan ke Kepala Bagian Sumber Daya
manusia untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan;

setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Kepala Bagian
Sumber daya Manusia blanko SPT Masa tersebut diserahkan ke Petugas
Penyetoran untuk seterusnya dilapoorkan ke Kantor Pelayanan Pajak
setempat. Saat pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak persyaratan yang harus
dibawa adalah SPT Masa disertai dengan SSP Masa sebagai bukti telah
melunasi Pajak Penghasilan Karyawan ke Bank;

sebagai bukti telah melakukan pelaporan SPT Masa , pihak Kantor

Pelayanan Pajk mengambil lembar ke-1 dari blanko yang dilaporkan
tersebut dan lembar ke-2 untuk arsip Pemotong Pajak/perusahaan.
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4.6 Pencatatan Akuntansi
Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan
pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21adalah sebagai berikut :
1. Pada saat pemotongan gaji karyawan, jurnal yang dibuat adalah :

Biaya Gaji XXX
Utang Gaji Karyawan XXX
Utang PPh Karyawan XXX
2. Pada saat pembayaran Gaji Karyawan, jurnalnya adalah :
Utang Gaji Karyawan XXX
Kas ' XXX
3. Pada pembayaran PPh Karyawan, jurnalnya adalah :
Utang PPh Karyawan XXX

Kas | XXX
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BAB YV
KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

8

N}

dari hasil pendataan atas Egaji karyawan, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
Cabang Malang memiliki 31 karyawan yang seluruhannya merupakan
Pegawai Tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21;

dasar pengenaan Pajak Pénghasilan Karyawan pada PT. Asuransi Jiwasraya
(Persero) Cabang Malang didasarkan atas ketentuan Tarif Pasal 17 Undang-
undang Pajak PenghasilanTahun 2000;

proses perhitungan Pajak Pénghasilan Pasal 21 Karyawan dilakukan secara
otomatis dengan menggunakan komputer yang telah diprogram sesuai
dengan ketentuan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercantum
dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dan sesuai dengan teori yang
penulis pelajari di bangku kuliah;

dalam hal penghitungan Pajak Penghasilan, apabila Penghasilan Kena
Pajak jumlahnya lebih kecil dari jumlah potongan pajak (biaya jabatan,
iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak), maka karyawan tersebut
tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21;

proses pelunasan dan pelaporan .Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21
dilakukan setiap akhir bulan dan dalam prakteknya tidak pernah mengalami
keterlambatan;

pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya
(Persero) Cabang Malang dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia
Cabang Malang;

pelaksanaan proses perpajakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang
Malang telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia;

pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan PT. Asuransi
Jiwasraya (Persero) Cabang Malang telah dilakukan dengan baik dan benar
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oleh bagian Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan aturan PSAK vang
berlaku di Indonesia;

. selama pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis memperoleh
pengalaman praktis mengenai proses penghitungan PPh Pasal 21, proses
pengisian formulir pajak, dfm proses pelunasan maupun proses pelaporan

pajak yang terutang untuk setiap bulannya.
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.|
» ; & SURAT SETORAN PAJAK l
) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LEMBAR 1

/ KANTOR PELAYANAN PAJAK 5{ S S P )
¥ Untuk Arsip WP
% p

PocTrdel e g T | TS e

uai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

A WP
AAT

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.................................................................

......................................................

M AEE S, St e ) s AT, CHE

Masa Pajak

>eb | Mar | Apr | Mei Jun | Jul | Ags

Sep | Okt Nop | Des

Diisi tahun lerutangnya pajak
silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Ketetapan:LJ l I | I/L] l |/Ll l/l_l I I/Ll l

@i Nomor Ketetapan : STP SKPKB, SKPKBT

 Pembayaran ;
n rupiah penuh ;i Terb”arng .

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

rima oleh Kantor Penerima Pembayaran
maggel .. BN

.................... , Tgl

Validasi Kantor Penerima Pembavaran
| y

buku petunjuk pengisian

;
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B oy i st G e fasa at N

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 unwk Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

A.  Identitas Pemotong Pajak :

NPWP o ML| l |- IJL_!L_ML_LI_I

Nama 4.
Alamat
B.  Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa ............ ol ahan ... (3)
dan telah disetor tanggal ... (4) adalah sebagai berikut :
Golongan MAP/ Jumlah Jumlah :
Penerima Penghasil g Penerima | penghasilan Brito PPh yang dipotong
enerima Penghasilan KJS Penghasilan (Rp) (Rp)
(¢))] (2) (3) (4) (5)
1. Pegawai Tetap 01117168

.IJ

Pegawai Tidak Tetap yang PPh

terutangnya ditanggung Pemerintah

3. Pensiunan dan Penerima

Pembayaran berkala Lainnya i, il (St SR T S SO
4. Pegawai Harian/Mingguan R Jlonann e Y
S. Pegawai Satuan it o ecn o | e | DR
6. Pegawai Borongan G ...
7. Pegawai Honorer e L N
8. Mantan Pegawai yang menerima

Jasa Produksi, Tantiem,

Gratifikasi dan Bonus. OERII00L ., e o
9. Penarik dana pada Dana

Pensiun OHIIA00"] o0y S0
10. Petugas Dinas Luar Asuransi 0111/100

11. Petugas Penjaja Barang

Dagangan OIA00 s il .
12. Distributor MLM/direct selling it et et T, SRRt Y A ARSI
13. Tenaga Ahli 01117100

14. Penerima Honorarium atau Imbalan

lainnya i SRR e B e
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak
Luar Negeri UL00 g5l SR s e T
JUMLAH

Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum
diperhitungkan

Terbilang :

*) coret yang tiduk perlu

F.1.1.32.01



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

:nghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Jumlah Jumlah wp :
MAPY/ > : ; PPhyang dipotong
i acils Penerima Penghusilan Bruto
Penerima Penghasilan KJS Penghasiion (Rp) (Rp)
(1 2) (3) 4) (5)
nerima vang Pesangon, uang
busan Pensiun, Tunjangan Hari
1a/Jaminan Hari Tua yang
bayarkan sekaligus B s B ot i e S SR
jabat Negara, Pegawai Negeri
il, Anggota TNU/POLRI dan ¢
nsiunan yang menerima
norarium dan Imbalan lain
ng dibebankan kepada
uangan Negara/Daerah R i, R N
N @ |- N NN
ang R e YRV R 3
lah PPh yang dipoton 1
xmpiran : (5)
) Surat Setoran Pajak sebanyak .....a0 0 lembar.
) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian,

) Dafiar Bukui Pemotongan PPh Pasal 21 dan atuu Pasal 26.

) Buku Pemotongan PPh Pasal 2] dan atau Pasal 26 Sebanyak............. lembar.
‘rnyataan: -
TSama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat. :

........................... sisxsenseseenennfe BB Lol B0 L G

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

hal 2 dari 2
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LAMPIRAN [

- ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN

PIRERTORAT JFNDEKAL P AR

HARI TUA (THTY/JJAMINAN HARI TUA (JHT)

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

FORMULIR
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 173 - A
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN AN PR Wi

.

EXS ¥

—
P o R S el NS S R s
NPWP PEMOTONG PAJAK | | i jracga ] |
A.DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP
_‘\\
NO. NAMA NPWP PENGHASILAN BRUTO PPh PASAL 21 TERUTANG
URUT (Rp) (Rp)
(1) 2) 3) (4) ()
b ) R
® JUMLAH > ... ORANG
- YANG MEMPUNYAI NPWP
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK
MBLEBIHI PTKP B ORANG
C. JUMLAH A+B % L ORANG

CATATAN -

- PINDAHKAN JUMLAH ORANG PAD.

- PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F AN
. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F AN
- JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK. CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPI

AR 10

1
2
3
4

A C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
GKA | KOLOM (3)
GKA | KOLOM (4)
RAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
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LAMPIRAN I-A

UNAN PPhL PACQ
oL TARUNAN PPhL PASAL 21

CPT T ATy

LBR. I : UNTUK KPP
LBR.2 : UNTUK PEMO-

TONG PAJAK

.

LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

I

PENGHASILAN

¥y
1

TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI

AT KM o kg _ TUA (THT) JAMINAN HARI TUA (JHT)
l'!.t\lt'h\?ﬂ\)“k\l LAVATN _—‘_““

N DAN PENGHITUNG A ™ PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU

FORMULIR

1721 - A1

¢ LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

® BERI TANDA X DALAM [J (xoTak) YANG SESUALI

TAHUN TAKWIM

A. NOMOR URUT

B. NAMA PEMOTONG PAJAK

C. NPWP PEMOTONG PAJAK * ,

D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK

E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/IHT

F. NPWP PEGAWAL ATAU PENERIMA PENSIUNTHTUHT : I | I

G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/IHT

H.JABATAN R S L
1. STATUS DAN JENIS KEI‘A.\’.IN H D KAWIN

J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTXP 8 SR

K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGA! BERIKUT :

® PENGHASILAN BRUTOQ

1. | GAJIPENSIUN ATAU THT/SHT 1
——
2. | TUNJANGAN PPh 2
3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DsB 3
4. HONORARIUM DAN IVBALAN LAINSEIEMISNYASZ B e T 4
s PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA % 5
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG 6
DIKENAKAN PEMOTONGAN PEHPASAL DY, B, W f

7. | JUMLAH (1SD. 6)

7
8. | TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR e N 3
9 | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8) . 9
L NGAN
10| BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKAT........ 10
1| Biava JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKAS ... 1
12. | IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT 12
13. | JUMLAH PENGURANGAN (10+ 1+12) .. 13
L4 A 11T N P A
14. | JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13) 14
15 | PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA..___ 15 |-
16. | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) ... 16
17. | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 17
18. | PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) 18
19 | PPhPASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 19
20| PPhPASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA g 20
21 | PPhPASAL 2| TERUTANG ... .. . 21
2. | PPhPASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI ...... 2
a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)
23. | JUMLAH PPh PASAL 2| B
: [ b vaNG LEBIH DIPOTONG (2221
H: | JUMLAHTERSEBUT  [] a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN....... TAHUN.........
PADA ANGKA 23 -~ 2
TELAH [J b DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN
M [ remotonG pasak TANDA TANGAN TGL.
B Y

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN
D.1.1.32.11
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SPT TAHUNAN PPh P

PERHATIAN ;

AS

AL 21

ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

® BACA BUKU PETUNJUK

*

FORMULIR

1721

l(»:w"‘7“‘-“;';)*\{1.1\\';:\f"‘ ® BERITANDA X DALAM * [ IU\OT/\K) YANG SESUAL

TAHUN TAKWIM

EEEE

A. NPWP PEMOTONG PAJAK

IS

ELEL L G L AL Pt Y |

B. NAMA PEMOTONG PAJAK

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK
KOTA/KODE POS I l
TELEPON /FAX *

D. JENIS USAHA

kY NAMA PIMPINAN

DTISI OLEH DINAS

. TGL. SPT
DISAMPAIKAN .

2.STATUS SPT

3.NK/L (F.7)

L]
LLL]

4. LAMPIRAN

5. KODE
KLU

F. DALAM TAHUN TAKWiM YANG BERSANGKUTAN

TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYE
SEBAGAI BERIKUT :

TORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26

PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN L, NNYA/PENERIMA
YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/

PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
(DIISI DARI FORMULIR 1721-B)

PENGHASILAN

JUMLAH JUMLAH PENGHASILAN PPh PASAL 21726
GOLONGAN PEGAWA] PENERIMA BRUTO TERUTANG
PENGHASILAN (Rp) (Rp)
5 (2) 3) 4)
I. | PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HAR] TUA (THTY
JAMINAN HARI TUA (JHT)
(DHISI DARI FORMULIR 1721-A)
2.

3 JUMLAH (1+2)

i g AT

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - Al ATAU 1721
1. [] SURAT SETORAN PAJAK

ALAMAT
[ suratkuasa kHuUsUS S

6. r
% ANGKA ©)
b. [_] PPhPASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA € - ANGKA 3 KOLOM 4) 2.
JUMLAH PADA ANGKA 7a TELAH DILUNASIPADATANGGAL ... e
G. | PERMOHONAN
PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN
PPh PASAL 21 UNTUK BULAN ..........oooooooo TARUN L0 T8
H. | LAMPIRAN

-A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :
4. D PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU

3. [ LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM 6.

HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI

i, PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG
BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN
TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS

TGL

(] PEMOTONG PAJAK

[ kuasa

TANDA TANGAN

NAMA TERANG

F.1.1.32.06
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7‘ DEPARTEMEN KEUANGAN R.I ! SURAT SE1 ORAN PAJAK [ LEMBAR 5
/ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK . l
CAN ELAYANAN PAJAK ! :
R s o e . Untuk Arsip Wajib Pungut
sl B Yool .0 .. e i atau pihak lain
; :olwl.lofok! L6!6 uJ l___lL_b_J LLLLJ
i dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiiiki
L WP ¢ PP, .ASURANSI. JDASELY L. .. {35 el T VR R N
IAT - i JIL.I’.SRUEEA. BiRLT. NO.. 4..w.7. el GUROIRE LSRR e R e
<ode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
111 h Y Ao VA Btoumaigant, oY % SN, O
B2 L 24049 | .. BAJAX PENGRASIN AN KeRTAWAR
Masa Pajak Tahun
] ;| Lol ol ,f
'ﬂ Mar | Apr | Mei | Jun Jul | Ags | Sep [ Okt | Nop | Des L_ 080l o
1 Diisi tahun terutangnya pajak
ilang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Cetetapan

L8\

Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

4 ISR IR

Pembayaran Terbilang : Satu -Juta..empat. ratus -tiga belas -riby.
rupiah uh

i g oo SRS e
4 1 3 OOO ) . .........................................................................................
lerima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib PaJak/Penyetor

Tanggal ............... Mal.a.n. Feeeneneeenn, 18] .28, Pebruari o
Cap dan tanda tangan Y_SUR A Q\ C%p dan tanda tangan
&\' EO
K e P
v ,/\ hill 3 \\\‘ <\~
7{ F ™ ‘ \g@!&i“;’

JOONE s aien Nama jeias
‘alidasi Kantor Penerima Pembayaran

ku petunjuk pengisian

—
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Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
J1.Merdeka Utara

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

SR

S
A.  Identitas Pemotong Pajak :
NPWP el lad b LB el L™ Sl
i 0 l1iclon W 1R 1610 4] el 3°lnio |
Nama o v.-~-1‘_S-\IP~A}&I{S-I--~QIIWJ".SRAY'£-»-( P';‘:RSERO)
Alamat : ...JL-‘,,E'IERD<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>